WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR @55 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERBAIK ATAS
HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
TAHUN 2023 PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Menimbang

Mengingat

o

b.

TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka penyampaian hasil-hasil
pengawasan program Kegiatan Pengawasan Kota
Banjarmasin Tahun 2023, maka perlu ditetapkan
Satuan Kerja Perangkat Daerah Terbaik Atas Hasil
Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Satuan
Kerja Perangkat Daerah Terbaik Atas Hasil
Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Tahun 2023 Pada Pemerintah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa

Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang



10.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota




Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 66);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

—

Respon Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
menerima Aparat Pengawas Intern Pemerintah saat
melaksanakan Pengawasan;
2. Ketepatan dan Kecepatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam:
- Menyampaikan Dokumen Materi Pengawasan
(DMP);
- Menyampaikan Tanggapan atas Pokok-Pokok
Hasil Pemeriksaan (P2HP);
- Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP.
3. Hasil Penentuan Satuan Kerja Perangkat Daerah
dari setiap Irban Wilayah;

MEMUTUSKAN:

: Satuan Kerja Perangkat Daerah Terbaik Atas Hasil

Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Tahun 2023 Pada Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun
Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Gelar Pengawasan
pada Inspektorat Kota Banjarmasin.

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Desember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

—b-

IBNU SINA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ©55 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TERBAIK ATAS
HASIL PEMERIKSAAN APARAT

PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
TAHUN 2023 PADA PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERBAIK
ATAS HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH TAHUN 2023
PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO IRBAN SKPD KET
1 2 3 i
1. | Inspektur Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja
Wilayah I Kota Banjarmasin
2. | Inspektur Pembantu Dinas Kependudukan dan
Wilayah 11 Pencatatan Sipil Kota
Banjarmasin
3. | Inspektur Pembantu Dinas Pertanian Kota
Wilayah III Banjarmasin
4. | Inspektur Pembantu Bagian Organisasi, Sekretariat

Khusus

Daerah Kota Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,

— ,1\,b

IBNU SINA



